
 

 

 

 

WALIKOTA SAMARINDA  

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

 

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA 

NOMOR 21 TAHUN 2018 

  

TENTANG 

 

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA SAMARINDA, 

 

Menimbang  :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 355 ayat (1) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota 

tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 
2018; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang  

(Lembaran Negara Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 1820); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

SALINAN 
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5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018; 
 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA 

KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018. 
 
 

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:  

1. Daerah adalah Kota Samarinda. 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahanyang 
menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda. 

3. Walikota adalah Walikota Samarinda. 

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda 

adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda. 

5. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut 
Perubahan RKPD, adalah perubahan dokumen perencanaan pembangunan 

daerah untuk periode 1 (satu) tahun di lingkungan Pemerintah Daerah. 

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat 
daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas daerah, badan daerah dan 

kecamatan. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda. 

 

BAB  II 

RKPD 
 

Pasal 2 
Perubahan RKPD Tahun 2018 merupakan rancangan kerja sesuai dengan 

perkembangan asumsi kerangka Ekonomi Daerah, Arah Kebijakan Prioritas dan 
Sasaran Pembangunan Daerah serta Rencana Program dan Kegiatan Prioritas 
Daerah Tahun 2018. 
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Pasal 3 
Perubahan RKPD Tahun 2018 sebagai menjadi landasan penyusunan perubahan 

Kebijakan Umum APBD dan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran 

Sementara, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja PD untuk 

menyusun Perubahan APBD Tahun 2018. 

 
 

Pasal 4 
Perubahan RKPD Tahun  2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas: 

BAB I Pendahuluan 

BAB II Evaluasi Hasil Triwulan II (Triwulan Dua) Tahun berkenaan 

BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah 

BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah  

BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 

BAB VI Penutup 

 
BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

 

            Pasal 5 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda. 

 

Ditetapkan di Samarinda  

pada tanggal 14 Agustus 2018  

WALIKOTA SAMARINDA, 

 

                 ttd 

  SYAHARIE JA’ANG  

 

Diundangkan di Samarinda 

pada tanggal 14 Agustus 2018              

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA, 

 

                          ttd 

           SUGENG CHAIRUDDIN 

 

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2018 NOMOR 21. 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretariat Daerah Kota Samarinda 

Kepala Bagian Hukum, 
 

 
 

H. MASRIL N, SH. MH. 

NIP. 196303121986031008 


